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101,716,582,701.00           
   

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Nilai Sakip 84,8 27,011,578,582.00             SEKRETARIAT                    

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase 

dokumen 

perencanaan,keuan

gan dan pelaporan 

yang disusun tepat 

waktu

100% 325,840,500.00                 SEKRETARIAT

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen 

Renstra dokumen 

Renja yang disusun

2 dokumen 193,970,000.00                 penyusunan 

dokumen 

perencanaan sesuai 

peraturan perundang-

undangan yang 

berlaku

tepat waktu 

sesuai jadwal 

yang telah 

ditentukan

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

    

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah dokumen 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja

9 dokumen 75,740,000.00                   penyusunan 

dokumen L/K SKPD, 

dokumen Laporan 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), 

Dokumen Rencana 

Kegiatan dan 

Anggaran, Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran dan 

LPPD/LKPJ

tepat waktu 

sesuai jadwal 

yang telah 

ditentukan

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

       

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

jumlah dokumen 

Evaluasi Kinerja

2 dokumen 56,130,500.00                   penyusunan 

SPP/SOP dan 

Survey Kepuasaan 

Masyarakat

disusun sebagai 

dasar 

pelaksanaan 

tugas dan 

evaluasi kinerja 

pelayanan SKPD

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

          

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase 

dokumen 

perencanaan,keuan

gan dan pelaporan 

yang disusun tepat 

waktu

100% 21,376,076,847.00             SEKRETARIAT

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

jumlah ASN 52 pegawai 21,278,411,847.00             Penyediaan 

gaji/tunjangan dalam 

rangka pelaksanaan 

hak-hak ASN

kesejahteraan 

ASN meningkat

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

           

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/VerifikasiKeua

ngan SKPD

Jumlah dokumen 

Surat Permintaan 

Membayar (SPM) 

yang diterbitkan

360 SPM 97,665,000.00                   Pelaksanaan 

penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD 

sesuai peraturan 

perundangan 

yang berlaku

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

           

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan 

Badan 

Pengelola 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah

Nilai Sakip 84,8

JADWAL KEGIATAN
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PENANGGUNG 

JAWAB
RENCANA AKSIANGGARAN (Rp.)TARGET
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PROGRAM/ KEGIATAN KET
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RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
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JADWAL KEGIATAN

TR I TR II TR III TR IV
PENANGGUNG 

JAWAB
RENCANA AKSIANGGARAN (Rp.)TARGET

INDIKATOR 

PROGRAM/ 

KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN KET

11

SASARAN 

STRATEGIS

3

Target Kinerja Sasaran

TR I TR II TR III
TR 

IV

INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

Kegiatan Administrasi 

Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Persentase 

dokumen 

perencanaan,keuan

gan dan pelaporan 

yang disusun tepat 

waktu

100% 103,120,000.00                 SEKRETARIAT

Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD

Jumlah barang milik 

daerah yang 

mendapatkan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

8 unit 72,480,000.00                   Pengamanan BMD 

SKPD melalui jasa 

penjaminan BMD

sesuai peraturan 

perundangan 

yang berlaku

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian



Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah dokumen 

pelaporan barang 

milik daerah

2 dokumen 30,640,000.00                   pelaksanaan 

penatausahaan BMD 

pada SKPD

sesuai peraturan 

perundangan 

yang berlaku

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

          

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Nilai Survei 

kepuasan Internal

80,4 637,411,600.00                 SEKRETARIAT

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Peserta  

Sosialisasi

300 orang 167,460,000.00                 Pelaksanaan 

sosialisasi peraturan 

perundang-undangan 

peningkatan 

pengetahuan dan 

pemahaman atas 

regulasi 

pengelolaan 

keuangan dan 

aset daerah

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

   

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Peserta 

Bimbingan Teknis

140 orang 469,951,600.00                 Pelaksanaan 

bimbingan teknis 

secara aplikatif

peningkatan 

pengetahuan dan 

pemahaman atas 

regulasi 

pengelolaan 

keuangan dan 

aset daerah

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

 

Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

Persentase sarana 

dan prasarana 

dalam kondisi baik

100% 2,549,934,600.00               SEKRETARIAT

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

6 jenis 40,183,800.00                   penyediaan 

komponen listrik dan 

jaringan listrik

meningkatkan 

kualitas 

lingkungan/tempa

t kerja

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

   

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah alat tulis 

kantor yang tersedia

77 jenis 837,738,000.00                 Penyediaan sarana 

prasarana 

administrasi 

perkantoran

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan dan 

kinerja aparatur

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

          

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah perkiraan 

kegiatan 

peringatan/kegiatan 

insidentil

1 kali 28,332,800.00                   Fasilitasi kegiatan 

rutin tahunan 

Pemerintah Kota 

Malang

dilaksanakan 

sesuai jadwal 

kegiatan 

Pemerintah Kota 

Malang

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian



Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

10 jenis 107,345,000.00                 Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Meningkatnya 

layanan 

administrasi 

perkantoran

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

           

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan

3 surat kabar 35,400,000.00                   Penyediaan bahan 

bacaan surat kabar

Terpenuhinya 

layanan informasi 

dari media cetak

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

            

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan 

Badan 

Pengelola 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah

Nilai Sakip 84,8
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JADWAL KEGIATAN

TR I TR II TR III TR IV
PENANGGUNG 

JAWAB
RENCANA AKSIANGGARAN (Rp.)TARGET

INDIKATOR 

PROGRAM/ 

KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN KET

11

SASARAN 

STRATEGIS

3

Target Kinerja Sasaran

TR I TR II TR III
TR 

IV

INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

120 kali 1,500,935,000.00               Penyelenggaraan 

rapat, koordinasi dan 

konsultasi ke 

Pemerintah/Pemerint

ah Provinsi dan 

Pemerintah 

Kota/Kabupaten 

Lainnya

dilaksanakan 

sesuai peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

           

Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase sarana 

dan prasarana 

dalam kondisi baik

100% 1,029,136,835.00               SEKRETARIAT

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan 

gedung kantor

8 jenis 1,029,136,835.00               Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

Terpenuhinya 

sarana dan 

prasarana kantor

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

   

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Nilai Survei 

kepuasan Internal

80,4 829,554,100.00                 SEKRETARIAT

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah surat yang 

teradministrasi 

dengan baik

39.000 surat 438,956,400.00                 Terlaksananya 

penatausahaan surat-

surat dinas

Meningkatnya 

tata kelola 

perkantoran

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

           

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan 

pembayaran belanja 

telpon, air dan listrik

36 bulan 42,117,700.00                   Pembayaran 

rekening listrik, air 

dan telepon

dibayarkan sesuai 

rekening tagihan

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

           

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor

3 jenis 107,220,000.00                 Penyediaan jasa 

perbaikan/pemelihara

an peralatan dan 

perlengkapan kantor

tersedianya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor dalam 

keadaan Baik

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

    

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Luasan ruangan yang 

dibersihkan

750m2 241,260,000.00                 Tercukupinya 

kebersihan kantor

Meningkatkan 

kenyamanan 

lingkungan kerja

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

           

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase sarana 

dan prasarana 

dalam kondisi baik

100% 160,504,100.00                 SEKRETARIAT

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara

18 unit 160,504,100.00                 Penyediaan jasa 

pemeliharaan, pajak 

dan perizinan 

kendaraan 

operasional dinas

Tercukupinya 

kebutuhan 

operasional 

kendaraan dinas

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

           

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

Persentase L/K 

SKPD Yang 

Berkualitas 

Mendukung Opini 

BPK RI

100% 70,243,359,154.00             BIDANG 

ANGGARAN DAN 

PERBENDAHARAA

N, BIDANG 

AKUNTANSI DAN 

PENATAUSAHAAN 

ASET DAERAH

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan 

Badan 

Pengelola 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah

Nilai Sakip 84,8

Persentase 

laporan 

keuangan 

SKPD 

bebas salah 

saji material 

mendukung 

Opini BPK

100%Meningkatnya 

kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah
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JADWAL KEGIATAN

TR I TR II TR III TR IV
PENANGGUNG 

JAWAB
RENCANA AKSIANGGARAN (Rp.)TARGET

INDIKATOR 

PROGRAM/ 

KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN KET

11

SASARAN 

STRATEGIS

3

Target Kinerja Sasaran

TR I TR II TR III
TR 

IV

INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

Kegiatan Koordinasi 

dan Penyusunan 

Rencana Anggaran 

Daerah

persentase 

Ketepatan dan 

keakuratan 

penyusunan 

anggaran daerah

100% 2,040,893,400.00               BIDANG 

ANGGARAN DAN 

PERBENDAHARAA

N

Koordinasi dan 

Penyusunan KUA dan 

PPAS

Jumlah dokumen 

yang tersusun

2 dokumen Nota 

Kesepakatan

474,446,200.00                 Penyusunan 

kebijakan umum 

Anggaran dan 

Prioritas Anggaran 

Tahun 2022 

Tersusun sesuai 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bidang 

Perencanaan dan 

Penyusunan 

Anggaran                       

   

Koordinasi dan 

Penyusunan Perubahan 

KUA dan Perubahan 

PPAS

Jumlah dokumen 

yang tersusun

2 dokumen Nota 

Kesepakatan

113,120,000.00                 Penyusunan 

kebijakan umum 

Anggaran dan 

Prioritas Anggaran  

Perubahan Tahun 

2021 

Tersusun sesuai 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bidang 

Perencanaan dan 

Penyusunan 

Anggaran                       

  

Koordinasi, Penyusunan 

dan Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah perangkat 

daerah yang 

mendapatkan 

asistensi

132 SKPD 143,300,300.00                 Fasilitasi penyusunan 

RKA SKPD

Dokumen 

penganggaran 

disusun sesuai 

dengan dokumen 

perencanaan 

serta sesuai 

dengan peraturan 

perundang-

undangan 

Sub Bidang 

Administrasi 

Anggaran

 

Koordinasi dan 

Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran APBD

Jumlah Ranperda dan 

Ranperwal yang 

tersusun

1 Ranperda dan 

1 Ranperwal 

yang tersusun

416,101,400.00                 Penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 

2022

Dokumen 

penganggaran 

disusun sesuai 

dengan dokumen 

perencanaan 

serta sesuai 

dengan peraturan 

perundang-

undangan 

Sub Bidang 

Perencanaan dan 

Penyusunan 

Anggaran                       

     

Koordinasi dan 

Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang 

Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Perubahan APBD

Jumlah Ranperda dan 

Ranperwal yang 

tersusun

1 Ranperda dan 

1 Ranperwal 

yang tersusun

130,395,000.00                 Penyusunan APBD 

Perubahan  Tahun 

Anggaran 2021

Dokumen 

penganggaran 

disusun sesuai 

dengan dokumen 

perencanaan 

serta sesuai 

dengan peraturan 

perundang-

undangan 

Sub Bidang 

Perencanaan dan 

Penyusunan 

Anggaran                       

 

Koordinasi dan 

Penyusunan Regulasi 

serta Kebijakan Bidang 

Anggaran

Jumlah Ranperwal 

yang tersusun

3 Ranperwal 120,070,000.00                 Penyusunan 

kebijakan 

penganggaran

disusun sesuai 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bidang 

Administrasi 

Anggaran

     

Pembinaan 

penganggaran Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 

Pembinaan

 290 orang 643,460,500.00                 Penyelenggaraan 

bimbingan teknis 

penganggaran bagi 

Penyusun Program 

dan Kegiatan SKPD 

di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang

Peningkatan 

kapasitas SDM 

penyusun 

program dan 

kegiatan SKPD di 

lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang

Sub Bidang 

Administrasi 

Anggaran

   

Persentase 

laporan 

keuangan 

SKPD 

bebas salah 

saji material 

mendukung 

Opini BPK

100%Meningkatnya 

kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah
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JADWAL KEGIATAN

TR I TR II TR III TR IV
PENANGGUNG 

JAWAB
RENCANA AKSIANGGARAN (Rp.)TARGET

INDIKATOR 

PROGRAM/ 

KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN KET

11

SASARAN 

STRATEGIS

3

Target Kinerja Sasaran

TR I TR II TR III
TR 

IV

INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

Kegiatan Koordinasi 

dan Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Daerah

Persentase BTL 

APBD ≤ 50%

40% 1,282,874,000.00               BIDANG 

ANGGARAN DAN 

PERBENDAHARAA

N

Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Dokumen 

laporan hasil 

penatausahaan 

keuangan

12 Dokumen 892,200,000.00                 Penyelenggaraan 

penatausahaan 

keuangan kas 

Daerah

Pengelolaan 

keuangan/kas 

Daerah sesuai 

peraturan 

perundangang-

undangan

Sub Bidang 

Perbendaharaan

           

Penyiapan, Pelaksanaan 

Pengendalian dan 

Penerbitan Anggaran Kas 

dan SPD

Jumlah dokumen 

arsip Perangkat 

Daerah yang tertata

39.000,00 

Dokumen

121,804,000.00                 Pengendalian 

Anggaran Kas dan 

penatausahaan 

keuangan SKPD di 

lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang

Penatausahaan 

keuangan SKPD 

di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang sesuai 

dengan ketentuan 

dan peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bidang 

Perbendaharaan

           

Penyusunan Petunjuk 

Teknis Administrasi 

Keuangan yang Berkaitan 

dengan Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas serta 

Penatausahaan dan 

Pertanggungjawaban 

Sub Kegiatan

Jumlah Ranperwal 

yang tersusun

1 Ranperwal 51,460,000.00                   Penyusunan Sistem 

dan Prosedur 

Pengelolaan 

Keungan Daerah

Penatausahaan 

keuangan SKPD 

di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang sesuai 

dengan ketentuan 

dan peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bidang 

Perbendaharaan

           

Pembinaan 

Penatausahaan keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 

Pembinaan

190 orang 217,410,000.00                 Penyelenggaraan 

bimbingan teknis 

penganggaran bagi 

Pengelola Keuangan 

SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang

Penatausahaan 

keuangan SKPD 

di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang sesuai 

dengan ketentuan 

dan peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bidang 

Perbendaharaan

 

Kegiatan Koordinasi 

dan Pelaksanaan 

Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 

Daerah

Persentase L/K 

SKPD Yang 

Berkualitas 

Mendukung Opini 

BPK RI

100% 579,631,200.00                 BIDANG 

AKUNTANSI DAN 

PENATAUSAHAAN 

ASET DAERAH

Konsolidasi Laporan 

Keuangan SKPD, BLUD 

dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Jenis dokumen 

laporan yang tersusun

7 Dokumen 354,951,200.00                 Penyusunan L/K 

Pemerintah Daerah

Tepat waktu 

sesuai jadwal 

yang telah 

ditentukan

Sub Bidang 

Akuntansi Dan 

Pelaporan

          

Persentase 

laporan 

keuangan 

SKPD 

bebas salah 

saji material 

mendukung 

Opini BPK

100%Meningkatnya 

kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah
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JADWAL KEGIATAN

TR I TR II TR III TR IV
PENANGGUNG 

JAWAB
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TR 
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INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

Koordinasi dan 

Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Provinsi dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota

Jumlah Ranperda dan 

Ranperwal yang 

tersusun

1 Ranperda dan 

1 Ranperwal 

yang tersusun

76,120,000.00                   Penyusunan 

Ranperda dan 

Ranperwal tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Tahun 2020

Tepat waktu 

sesuai jadwal 

yang telah 

ditentukan

Sub Bidang 

Akuntansi Dan 

Pelaporan

   

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Penyelesaian 

Tuntutan 

Perbendaharaan dan 

Tuntutan Kerugian 

Daerah

Jumlah dokumen 

yang tersusun

4 dokumen 58,160,000.00                   Penyelesaian 

Tuntutan 

Perbendaharaan dan 

Tuntutan Kerugian 

Daerah

Penyelesaian 

Kerugian Daerah 

sesuai ketentuan

Sub Bidang 

Akuntansi Dan 

Pelaporan

     

Penyusunan Sistem dan 

Prosedur Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Ranperwal 

yang tersusun

1 Ranperwal 90,400,000.00                   Penyusunan 

Kebijakan dan 

Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah

disusun sesuai 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Sub Bidang 

Akuntansi Dan 

Pelaporan

 

Kegiatan Penunjang 

Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah

Persentase BTL 

APBD ≤ 50%

40% 65,967,935,754.00             BIDANG 

ANGGARAN DAN 

PERBENDAHARAA

N

Pengelolaan Dana 

Darurat dan Mendesak

BTT 5 kegiatan 65,967,935,754.00             Menfasilitasi 

penggunaan dana  

darurat 

sesuai kebutuhan 

dan peraturan 

perundangan 

yang berlaku

Sub Bidang 

Perbendaharaan

   

Kegiatan Pengelolaan 

Data dan Implementasi 

Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah 

Lingkup Keuangan 

Daerah

Persentase BTL 

APBD ≤ 50%

40% 372,024,800.00                 BIDANG 

ANGGARAN DAN 

PERBENDAHARAA

N

Implementasi dan 

Pemeliharaan Sistem 

Informasi Pemerintah 

Daerah Bidang Keuangan 

Daerah

Jumlah Sistem 

Informasi yang 

dipelihara

1 sistem 

informasi

372,024,800.00                 Pengelolaan data 

dan penatausahaan 

keuangan daerah 

melalui SIPD

Pengelolaan 

keuangan/kas 

Daerah sesuai 

peraturan 

perundangang-

undangan

Sub Bidang 

Perbendaharaan

           

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH

Persentase 

Kontribusi 

Pemanfaatan Aset 

Daerah Terhadap 

PAD

0.69% 4,461,644,965.00               BIDANG 

PEMANFAATAN 

ASET DAERAH, 

BIDANG 

AKUNTANSI DAN 

PENATAUSAHAAN 

ASET DAERAH

Kegiatan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah

Persentase 

Kontribusi 

Pemanfaatan Aset 

Daerah Terhadap 

PAD

0.69% 4,461,644,965.00               

Persentase 
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saji material 

mendukung 
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TR I TR II TR III
TR 

IV

INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

Penyusunan Standar 

Barang Milik Daerah dan 

Standar Kebutuhan 

Barang Milik Daerah

Jumlah Ranperwal 

yang tersusun

3 Ranperwal 63,830,000.00                   Penyusunan 

Ranperwal tentang 

Standar BMD dan 

Standar Kebutuhan 

BMD

sebagai dasar 

penyusunan 

penganggaran

Sub Bidang 

Pendataan Aset 

Daerah

     

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah

Jumlah dokumen 

laporan Barang Milik 

Daerah

12 dokumen 241,510,000.00                 Penatausahaan BMD Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah sesuai 

ketentuan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Sub Bidang 

Pendataan Aset 

Daerah

           

Inventarisasi Barang Milik 

Daerah

Jumlah obyek aset 

dan barang milik 

daerah yang 

terinventarisasi

878 obyek 152,832,800.00                 Pelaksanaan 

inventarisasi 

bangunan gedung 

milik daerah

Pencatatan 

Barang Milik 

Daerah dalam 

Neraca Aset 

Daerah sesuai 

ketentuan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Sub Bidang 

Pendataan Aset 

Daerah

      

Pengamanan Barang 

Milik Daerah

jumlah arsip yang 

tertata

4723 arsip 1,938,826,200.00               Penatausahaan BMD 

dan pemeliharaan 

arsip dan surat-surat 

berharga milik 

daerah

Pengamanan 

BMD secara 

administrasi, fisik 

dan hukum

Sub Bidang 

Pengamanan Dan 

Pemeliharaan Aset 

Daerah

           

Penilaian Barang Milik 

Daerah

jumlah dokumen hasil 

penaksiran BMD yang 

akan disewa atau 

dihapus

20 dokumen 1,262,079,965.00               Penilaian BMD untuk 

sewa dan/atau 

penghapusan

Pencatatan 

Barang Milik 

Daerah dalam 

Neraca Aset 

Daerah sesuai 

ketentuan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Sub Bidang 

Pemindahtanganan 

Dan Penghapusan 

Aset Daerah

           

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Pengelolaan Barang Milik 

Daerah

Jumlah dokumen 

laporan yang tersusun

5 dokumen 169,998,000.00                 Pengawasan dan 

pengendalian 

pemanfaatan BMD 

Pengelolaan dan 

pemanfaatan 

BMD  sesuai 

ketentuan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Sub Bidang 

Pengawasan dan 

Pengendalian Aset 

Daerah

         

Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang 

Milik Daerah

Jumlah Ijin yang 

diterbitkan

150 ijin 285,853,200.00                 Pengelolaan 

pemanfaatan Barang 

Milik Daerah

Pengelolaan 

pemanfaatan 

BMD sesuai 

ketentuan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Sub Bidang 

Penggunausahaan 

Aset Daerah

           

Rekonsiliasi dalam 

rangka Penyusunan 

Laporan Barang Milik 

Daerah

jumlah entitas peserta 

rekonsiliasi

132 entitas                   210,634,800.00 Rekonsiliasi dan 

fasilitasi penyusunan 

Laporan Barang Milik 

Daerah SKPD di 

lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang

Penyusunan 

Laporan Barang 

Milik Daerah 

Pemerintah 

Daerah sesuai 

ketentuan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Sub Bidang 

Pendataan Aset 

Daerah

    

Persentase 

laporan 

keuangan 

SKPD 

bebas salah 

saji material 

mendukung 

Opini BPK
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TR I TR II TR III
TR 

IV

INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

Pembinaan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Jumlah entitas yang 

mendapat pembinaan

132 entitas                   136,080,000.00 Pengawasan dan 

pengendalian 

pengelolaan BMD 

pada SKPD di 

lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang

Pengelolaan 

BMD SKPD di 

lingkungan 

Pemerintah Kota 

Malang sesuai 

ketentuan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Sub Bidang 

Pengawasan dan 

Pengendalian Aset 

Daerah

         

Malang,       Januari 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

Drs. SUBKHAN, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19680408 198809 1 001
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